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SUWENDI, Dkk

Implementation of the National Education System Law Number 20
Year 2003 apparent]y larings out a new prob/em. Some articles arrang-
ing the kinds of eJucatian, educational management, and majors (ar
ticles Number 15, 18, 30) do not give a clear exp/anation or direction of
wlzat, where , and how the ]ega] status o)[ Madrasah A]iyah Keagamaan
(MAK). The prol)]ematic' imp]ication af the unc]arity of such ]ega] mes-
- sages is that the r_naJrasalz stake-holders not only confusea’ in under-
stam-]ing the status or position of the MAK, but also the status of
MAK institution itsel)[ becomes very prol)/ematic. The article tries to
_Jescnbe the real condition of MAK toalay mc]uc]mg the prol;]ems faced
lyy madrasah rtse]f the real needs and pul:/rc aspiration toward the
existence of MAK, and also the management of tafaqquh fiddin pro-

. grams ofMAK in the future

A. Latar Belakang

Sebuah momentum yang

umumnya dianggap melegakan
kalangan madrasah terjadi pada
tahun 1975. Sebagai penjabaran

dari Keppres No. 34 tahun 1972 .
dan Inpres No. 15 Tahun 1973 da-

lam bentuk usaha peningkatan mutu
madrasah melalui Surat Keputusan

~ Bersama (SKB) Tiga Menteri yéitu

Menteri Agama, Menteri Dalam
Negen, dan Menteri P&K, masing-
masing dengan nomor 6 tahun 1975,
nomor 037/U/1975 dan nomor 36
tahun 1975. Inti dati SKB tersebut
adalah agar secara lintas depar-
temental dilakukan usaha bersama
untuk meningkatkan mutu pen-




didikan pada madrasah sehingga
tingkat kualitas pengetahuan umum
siswa madrasah bisa mencapai
tingkat yang sama dengan tingkat
mata pelajaran umum siswa sekolah
umum yang sederajat.

Dengan SKB 3 Menteri tersebut
secara formal madrasah telah meng-
alami restrukturisasi, yaitu dari
orientasi tafaqqub fiddin kepada

oreintasi ketenagakerjaan yang tidak |

berbeda dengan sekolah umum
- biasa. Dengan kata lain, madrasah
bukan lagi tempat memberikan
pendidikan dan pengajaran, yang
agama Islam menjadi pokok peng-
ajarannya, melainkan sebagai
“sekolah umum di bawah penge-
lolaan Departemen Agama.” De-
ngan kuantitas dan kualitas tenaga,
sarana, prasarana, faslitas, dan dana
yang jauh lebih rendah dibanding
sekolah-sekolah di bawah Depat-
temen Pendidikan Nasional,
madrasah bernasib hidup dan
betkembang sebagai sekolah mat-
jinal. Semua janji penyediaan guru

bidang studi umum, sarana,
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prasatana dan fasilitas termasuk alat-
alat dan buku paket dari Departemen
Pendidikan Nasional umumnya
tidak terealisit. Inilah sebuah “ironi
pencerahan” yang dialami oleh
madrasah.!

Hal lain yang perlu dicatat
adalah, melalui SKB 3 Menteri
1975, di satu sisi pemerintah te-lah
berusaha “memodernisasi” mad-
rasah; namun di sisi lain juga telah

‘berdampak pada mandegnya kade-

tisasi ulama. Tujuan Menteri Agama
Prof. Mukti Ali untuk mencetak
ulama intelek dan intelek yang ula-
ma jauh panggang dari api. Kualitas

-lulusan madrasah dinilai serba

tanggung. pengetahuan umum tidak
menguasai, pengetahuan agama tak
tahu banyak; = keadaan ini
berlangsung terus hingga akhir-akhir
ini (atau bahkan sampai sekarang?).?
Sadar akan akutnya persoalan
madrasah, terutama menyangkut
pengkaderan ulama (program
tafaqqub fid-din), pada tahun 1987
Menteri Agama Munawir Sjadzali
memprakarsai proyek penyeleng-

1 Muhaimin, AG (2002), “Inovasi dan Parodi dalam Pembinaan Madrasah: Refleksi dari
Lintasan Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,” dalam Ahmad Syahid dan Abas Al-Jauhari,
(ed.), Bahasa, Pendidikan dan Agama, 65 Tahun Prof Dr. Muljanto Sumardi, Jakarta : Logos

Wacana llmu, hal. 21-39

2 Komentar maupun ungkapan kekecewaan terhadap Madrasah Aliyah khususnya dan
madrasah pada umumnya disampaikan dalam dua tulisan berturut-turut dari Muchtar Naim,
“Quo Vadis Pendidikan Madrasah?” (Republika, Kamis 31 Nopember dan Jum’at 1 Desember

©1996).
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garaan Madrasah Aliyah Program
Khusus (MAPK) dengan kurikulum
yang padat agama dan bahasa (Arab
dan Inggeris) serta pembelajaran
yang intensif dengan sistetn asrama

seperti pesantren (kebanyakan

memang dilaksanakan di MAN
pesantren). Mula-mula dibuka di
lima tempat: Padang Panjang,
Ciamis, Yogyakarta, Jember dan
Ujung Pandang. Pada tahun 1990
dibuka lagi di Lampung, Surakarta,
Mataram dan Martapura. Dengan
seleksi ketat dan pendanaan me-
madai (didukung .proyek), MAPK
dinilai telah berhasil menyiapkan
lulusan kader ulama dengan wa-
wasan keislaman, keindonesiaan dan
kemodernan yang lumayan.’
Berkaca dari hasil MAPK,

desakan masyarakat untuk mem-

buka lebih banyak MAPK menga-

lir deras. Untuk merespon desakan
1tu, melalui Keputusan Menteri
Agama (KMA) No. 371 Tahun
1993, restrukturisasi madrasah
dilakukan lagi yaitu dengan meng-
ubah MAPK menjadi Madrasah
Aliyah Keagamaan (MAK). Secara

substansial, antara MAPK dengan
MAK tidak ada perbedaan yang
berarti, kecuali beban kurikuler
MAPK agak lebih berat ketimbang
MAK. Dari segi operasional, MAPK
didukung proyek, sedangkan MAK
tidak. Di samping itu, dengan KMA
371 Tahun 1993 ini Kanwil Depag
diberi wewenang membuka MAK
sesual kebutuhan dan bagi MA yang
mau melaksanakan, bukan saja di
MAN tetapi juga di MAS. Maka
jumlah MAK menjadi semakin
banyak dan massif. Namun sayang,
pertambahan jumlah yang sangat
besar ini tidak dibarengi dengan
dukungan dana, sarana, prasarana
dan tenaga yang memadai. Akibat-
nya, ada kecende-rungan kualitas
MAK mengalami degradasi yang
se-makin.lama semakin buruk dan,
pada gilirannya, minat masyarakat
juga menurun drastis bahkan
sejumlah MA akhirnya harus rela
undur diri dari penyelenggaraan
program fafagqub fid-din (bubarnya
sejumlah MAK) karena tidak lagi
mendapat murid.*

3Dari MAPK Ciamis, sebanyak 13 dari 79 orang lulusannya diterima langsung di Universitas
Al-Azhar Cairo (Mesir), 56 orang di IAIN dan 10 orang lainnya belum diketahui nasibnya
(Lihat: Departemen Agama Ri, Badan Litbang Agama, Laporan Penelitian Evaluasi Sistem
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pndidikan pada Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK),
Puslitbang Pendidikan Agama, Jakarta 1992/1993, terutama hal. 40.

-4 Di MAK Yogyakarta, penerimaan siswa baru tahun 2004, hanya mendapat 6 (enam)
orang siswa. Data keseluruhan jumlah siswa MA 2003-04 secara nasional juga menunjukkan




Dalam pada itu, keluarnya UU
No 20/2003 tentang Sisdiknas
(UUSPN 2003) ternyata memun-
culkan persoalan baru. Beberapa
kiausul (UUSPN 2003) yang meng-
atur tentang jenis pendidikan, pe-
nyelenggaraan dan penjurusan
(Pasal 15, 18, 30 ) tidak memberikan
indikasi yang jelas tentang apa,
bagaimana dan di mana status
hukum dan legalitas MAK. Artinya,
" bukan saja masalah degradasi dan
animo masyarakat yang sedang
menghadang, status kelembagaan
MAK pun kemungkinan sangat
problematis. Untuk mengetahui
hakekat persoalan secara men-
dalam, perlu ada penelitian yang
seksama. Untuk itulah penelitian ini
dilakukan. '

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah
untuk mencari jawaban atas se-
jumlah pertanyaan yang terkait
dengan persoalan kelembagaan,
manajemen penyelenggaraan, dan
- animo masyarakat terhadap MAK,
yaitu:
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1. Mengetahui kondisi dan mana-
jemen penyeleﬁggaraan yang
diterapkan oleh para pengelola
MAK saat ini secara lengkap,
termasuk persoalan-persoalan
yang timbul dan sedang dihada-
pi, unsur-unsur pendorong,
penghambat serta kendala-
kendala yang bisa diatasi dan
tidak bisa diatasi.

2. Mengetahui animo dan kebu-
tuhan masyarakat terhadap
kehadiran MAK dan pelayanan
pendidikén yang diberikannya;
apakah menurun, konstan, atau
naik.

3. Mencari format penyeleng-
garaan program ‘afaqqub fid-
din ke depan, termasuk, misal-
nya, petlu tidaknya restruktu-
risast MAK.

C. Permasalahan Penelitian

Penelitian ini mencari jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana sesungguhnya kon-
disi MAK sekarang, dan pet-
soalan apa yang dihadapi?

bahwa siswa yang mengambil program MAK hanya 2,8 % (6.246 siswa) saja dari keseluruhan
siswa MA yang berjumlah 223.729 siswa. Demikian juga, dari sekitar 300 MA penyelenggara
MAK sekitar, 100 buah di antaranya tidak lagi membuka program keagamaan karena tidak
ada atau minimnya pendaftar (EMIS Depag Tahun 2004).
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2. Berapa besar sesungguhnya

kebutuhan dan animo ma-

syarakat terhadap kehadiran
MAK?

3. Bagaimana format penyeleng-
garaan program lafagqub fiddin
ke depan agar keadaannya lebih
baik dari yang ada sekarang?

D. Kerangka Penelitian

Mastuhu (1994), dan juga
Ditjen Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Departemen Agama
(1996/1997), menggunakan isti-lah
fafaqqub fiddin untuk merujuk
kepada corak pendidikan agama
yang bukan di madrasah melainkan

di pesantren, lembaga pendidikan .

Islam Indonesia yang secara tra-
disional memang bertujuan untuk
mendalami ilmu agama Islam dan
(bahkan) mengamalkannya sebagai
pedoman hidup keseharian dengan
menekankan pada pentingnya aspek
moral spiritual dalam hidup ber-
masyarakat.®

Dalam penelitian ini istilah
‘(program) lafaqqub fiddin’ dipakai
untuk mengacu pada program yang
diusung MAK. Secara semantik,
antara ‘program lafaqqub fiddin’
dengan MAK yang ada sekarang
adalah dua hal yang saling terkait
dan komplementer. MAK adalah
lembaga pendidikan formal non-
pesantren yang berperan sebagai
penyambung (setidaknya sebahagian
dari) ‘tradisi pesantren’ yang tujuan-
nya adalah untuk bertafagqub fiddin.6
Secara substantif, hubungan MAK
dan tafagqub fiddin bagaikan wadah
dan isi, MAK merupakan wadah
sedangkan isinya adalah zafaqqub
fiddin. Kenyataannya memang,
MAK adalah bagian dati madrasah
(MA) yang ada pada saat ini dengan
struktur program kurikuler yang
potsi pelajaran agamanya di atas
50%. Pada kelas I dan II, misalnya,
29 dari 45 jam pelajaran yang ter-
sedia (64.45%) dialokasikan untuk
mata pelajaran agama; sedangkan
pada kelas III yang terdiri atas dua

s Mastuhu (1994), Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS; Direktorat Jenderal
Kelembagaan Agama !Islam, Direktorat Pembinaan Agama Islam (1996/1997), Informasi

Perguruan Agama Islam, hal. 19.

& Tidak jelas benar sejak kapan dan dalam pengertian apa istilah tafaqquh fiddin ini
mulai dipakai di Indonesia, namun secara kuitural istilah ini sudah lazim berlaku di kalangan
kaum santri (dunia pesantren) yang akarnya bertumpu pada Firman Allah swt (QS 9: 122)
yang berbunyi kira-kira: “ ... mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (tafaqquh
fiddin) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ... *




- progam (Program Iimu-ilmu Agama
dan Program Ketrampilan), porsi
masing-masingnya adalah 27 jam
(60%) dan 25 jam (55.56%)." Ini
jauh lebih tinggi dibanding porsi
pelajaran agama pada MAN-SKB
(3Menter1) yang 30% dan MAN-
UUSPN 2/1989 (kurikulum 1994)
yang 0%. D1 samping itu, MAK juga
menggunakan kitab-kitab klasik
(kuning) sebagai referensinya. Seba-
gaimana diketahui, penggunaan atau
peng(k)ajian kitab kuning adalah
salah satu unsur utama dan ‘tradisi
pesantren.”®

. Dengan demikian, persoalan
yang dihadapi MAK, termasuk

_ gonjang-ganjing tentang kualitas,
animo masyarakat, serta proble-
matika status hukum dalam per-
spektif perundang-undangan yang
ada, sehingga menimbulkan persoa-
lan tentang perlu tidaknya restruk-
turisasi MAK, adalah juga persoalan
program Zafaqqub fid-din ini. Sekilas,
restrukturisasi MAK nampaknya
merupakan sebuah keniscayaan, dari
mana program tafagqub fiddin sebagai
sarana penting bagi kaderisasi ulama
diharapkan akan dapat muncul, bet-
langsung dari berkembang dari
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sebuah lembaga pendidikan formal
yang lebih mumpuni. Nampaknya,
kelangsungan program rafagqub

fiddin (ke depan) memang tidak
~ harus sepenuhnya bergantung pada

ada atau tidaknya lembaga MAK -
sepertl yang ada sekarang. Dalam
konteks restrukturisasi, misalnya,
bila benar hal ini sebagai kenis-
cayaan, berbagai kemungkinan bisa
saja terjadi. Misalnya, program
tafaqqub fiddin terus betlangsung dan
tetap dilaksanakan oleh MAK
seperti a.danya sekarang tetapi de-
ngan modifikasi-modifikasi tertentu
baik kelembagaan maupun manaje-
mennya. MAK tetap ada tetapi de-
ngan tugas baru yang tidak lagi
(sepenuhnya) mengusung program
tafagqub fiddin, seperti halnya yang
dialami oleh MA reguler. Atau,

_program ‘fafaqqub fiddin dilak-

sanakan oleh lembaga lain (baik"
hasil metamorfosis MAK lama,
lembaga yang sudah ada dengan
status baru, maupun lembaga
bentukan baru sama sekali);
demikian seterusnya. Semua itu
tergantung pada keperluan dan
pilihan yang akan ditempuh oleh

penentu kebijakan berdasarkan

' 7Dep. Agama Rl, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kurikulum

Madrasah Keagamaan Tahun 1994, hal 9-11.

8 Uraian panjang-lebar tentang tradisi pesantren, lihat: Dhofier, Z. (1982), Tradisi Pesantren,

 Jakarta LP3ES.
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kearifan dan pertimbangan terhadap
kondisi riel MAK sekarang, minat
dan dukungan masyarakat konsti-
tuen, ruang dan peluang yang ter-
buka pada, dan selaras dengan,
perundang-undangan yang berlaku,
khususnya UUSPN 20/2003 serta
political will dari penentu kebijakan
itu sendiri. Diharapkan, pada tataran

inilah penelitian ini akan mem-

berikan kontribusi.

E. Metode

Pada dasarnya penelitian ini
lebih menekankan pada penggunaan
dan pemanfaatan metode kualitatif.

Penggunaan metode kualitatif ini,
terutama dalam rangka mencari
jawaban atas perté.nyaan penelitian
no. 1 dan 3. Penggalian informasi
dilakukan melalui teknik-teknik
pengamatan, wawancara men-
dalam, wawancara informal dan
Sfocus group discussion, di sam-
ping pengumpulan dokumen-

dokumen, terutaman yang me-

nyangkut kebijakan pimpinan
sekolah, pemerintah setempat, setta
data-data sekunder lain.

Untuk pertanyaan no. 2,
dilakukan survey tentang aspirasi
siswa MTs dan focus group discussion.
Para informan antara lain terdiri atas:
(a) Kepala Madrasah dan Wakil
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Kepala Madrasah Pengelola MAK;
(b) instruktur program MAK; (c)
guru; (d) tenaga administrasi; (e)
Pengawas MA; (f) Kepala Bidang
Madrasah dan Pendidikan Agama di
Kanwil; (g) pejabat dan tokoh-tokoh
setempat yang dipandang perlu.

. Penelitian ini dilakukan pada 14
tempat di 13 propinsi seluruh Indo-
nesia yang memiliki Madrasah
Aliyah Keagamaan, baik negeri
maupun swasta, meliputi: {1] NAD,
[2] Sumatera Utara, [3] Riau, [4]
Palembang, [5] Jawa Barat, [6] DIY,
[7] Jawa Tengah, [8] Jawa Timur, [9]
Kalimantan Barat, [10] Kalimantan
Selatan, [11] Bali, [12] Nusa Teng-
gara Barat, dan [13] Sulawesi
Selatan. :

Sasaran penelitian di setiap pro-
pinsi adalah satu buah MA (MAN
atau MAS) penyelenggara program
keagamaan (MAK) serta sejumlah
MTs sekitar (negeri dan swasta),
yang diperkirakan sebagai potensi
input murid bagi MA sasaran.

F. Hasil Penelitian
1. Penyelenggaraan MAK

MAK yang diselenggarakan oleh
pemerintah yang dalam penelitian
ini betjumlah 8 lembaga memiliki
karakteristrik sebagai berikut:




a. Tidak otonom

VoLuME 4 NOMOR 4, OKTOBER — DESEMBER 2006

Program MAK pada MA reguler

diselenggarakan dengan menem-
patkannya sebagai bagian dari MA
reguler. Kepala sekolah MAK
menyatu dengan kepala MA; dan
yang mengurusi MAK secara mayo-
ritas adalah salah satu dari wakil
kepala sekolah saja. Kenyataan ini
menunjukkan bahwa program pe-
nyelenggaraan MAK pada MA tidak
otonom, dan segala sesuatunya
masih menergantﬁngkan pada MA

reguler.

b. Diperlakukan sebagai -
program studi, bukan
Unit Pelaksana Teknis

Seperti halnya penjelasan di

atas, MAK diposisikan sebagai -

salah satu program yang “menem-
pel” pada MA reguler. Artinya, MA
reguler ini di samping memiliki
program Fisika, Biologi, Bahasa,
dan Sosial, juga memiliki program
MAK.

Pengelolaan dan penyeleng-
garaan MAK demikian sesung-
guhnya menunjukkan MAK berada
di persimpangan jalan. Hal ini
disebabkan oleh tidak adanya keje-
lasan tentang status kelembagaan
" MAK, apakah MAK merupakan
lembaga yang mandiri atau sekedar
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sisipan dari pemerintah (Depar-
temen Agama) yang pelaksanaannya
dititipkan kepada beberapa lembaga

. pendi-dikan (Madrasah Aliyah) yang

ditunjuk. Yang tampak memang
hanya sisipan, karena jika MAK
merupakan program yang mandiri,
seharus-nya pemerintah memper-
siapkan segala sarana prasarana yang
memadai mencakup struktur organi-
sasi dan personalia, fasilitas pembe-
lajaran seperti gedung, tenaga guru,
pendanaan, kurikulum dan berbagai
sarana penunjang lainnya.
Meskipun dikemas dengan visi
dan misi serta tujuan yang cukup
jelas dan bagus, dalam pelaksana-
annya tidak dilengkapi oleh perang-
kat dan fasilitas pendukung yang
memadai dan tidak memiliki stan-

- darisasi yang baku serta tidak dileng-

kapi dengan petunjuk pelaksanaan
yang jelas. Oleh karena ketidak-
jelasan tersebut, program ini
seolah merupakakan program
bayangan dari lembaga penye-
lenggara.

c. Se]:)agian berada di
]ingleungan pesantren dan
se]aagian di luar
pesantren

Ada beberapa MAK yang di-
selenggarakan oleh pemerintah itu
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berada di lingkungan pondok pe-
santren, seperti MAK Darussalam,
Ciamis, dan sebagian yang lain di
luar pondok pesantren, seperti MAK
pada MAN 2 Model Medan. Posisi
lingkungan di sekitar MAK cen-
derung memiliki diferensiasi tet-
sendiri, antara di lingkungan pondok

pesantren dengan luar pondok .

pesantren. MAK di lingkungan pon-
dok pesantren cenderung memiliki
tingkat animo siswa yang relatif
stabil dibanding dengan MAK di luar
pondok pesantren.

Hal ini cenderung berbeda
dengan MAK yang dikelola oleh
masyarakat, bukan pemerintah.
Ada beberapa karakteristik MAK
yang dikelola oleh masyarakat,
yakni sebagai berikut.

a. Mancliri

Jika MAK yang dikelola oleh
pemerintah cenderung tidak oto-

nom, maka MAK yang dikelola

oleh masyarakat relatif mandiri.
Pengelolaan MAK ditangani lang-
sung oleh lembaga MAK, bukan MA
reguler, dan dipimpin oleh ketua
MAK. Dengan keberadaannya yang
demikian, MAK cenderung lebih
otonom dan lebih terkonsentrasi.
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b. Sebagai unit pelalesana
teknis

MAK diselenggarakan dengan
seperangkat unit madrasah yang
lengkap, mulai unsur pimpinan,
tenaga kependidikan, kurikulum,
dan sebagainya. MAK tidak diposi-
sikan sebagai salah satu program,
seperti halaya pada MAK pada MA
regulet. '

¢. Berada di lingkungan

ponclole pesantren

MAK yang diselenggarakan
masyarakat ini secara mayoritas
berada di lingkungan pondok pe-
santren. Bahkan, MAK itu dikelola
oleh yayasan yang menyeleng-
garakan pendidikan pondok pe-
santren. Dalam kasus demikian,
diketahui bahwa animo siswa ter-
hadap MAK yang berada di lingku-
ngan pesantren relatif lebih stabil
dan lebih eksis di banding dengan
MAK yang berada di luar pondok
pesantren. Baik MAK di Jember,
Yogyakarta, maupun di tempat
lainnya menunjukkan jumlah siswa
yang stabil.




2. Administrasi dan
Manajemen

Ketidakjelasan status prog-
ram menyebabkan administrasi
dan manajemen peﬁyelenggaraan
program juga menjadi tidak jelas,
tidak terarah dan tidak mandiri. Hal
semacam ini terjadi di hampir selu-
ruh MAK terutama yang berstatus
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negeri. Penyelenggaraan MAK .

melalui SK Menteri Agama tersebut
sifatnya hanya susulan dan pelak-
sanaannya dititipkan pada MAN,
sehingga pengelolaan program belum
dapat sepenuhnya lepas dari bayang-
bayang kepengurusan MAN. Meski-
pun dalam beberapa hal, telah me-
miliki tenaga kepengurusan tersen-
dir1 seperti pengurus asrama, pé'—
ngelola laboratorium, beberapa guru
agama dan tenaga administrasi serta
beberapa pengurus lainnya, namun
kepemimpinan tetap menginduk
pada MAN. Di samping itu, program
ini tidak didukung dengan fasilitas
yang memadai, sehingga keterba-
tasan di bidang sarana prasarana
penunjang kegiatan belajar mengajar
sangat terasa.

3. Kurikulum dan
Pembelajaran

Kurikulum yang diberlakukan
untuk MAK ternyata belum ada yang
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standar. Oleh katena belum adanya

standar baku, penetapan kurikulum
pada program MAK dilakukan ber-
dasarkan musyawarah antara peng-
urus MAK. Penetapan ini dilakukan
dengan mengacu pada tujuan dari
pelaksanaan program MAK yang
lebih berorientasi keagamaan. Oleh
karena itu, kurikulum yang dikem-
bangkan dikemas sesuai dengan
tujuan program, sehingga lebih
banyak muatan materi keagamaan
sekitar 70 % dan 30 % lainnya
merupakan materi umum.

Jenis materi keagamaan yang
diajarkan terdiri atas 9 materi ajar

-yang meliputi al-Qur’an-Hadis,

Ulumul Hadis, Aqidah Akhlak,
Fikih, Ushul Fikih, Sejarah
Kebudayaan Islam, Tafsir dan Ilmu
Tafsir, Tasawuf dan Bahasa Arab.
Sedangkan jenis materi umum yang
diajarkan terdiri atas 16 mata
pelajaran yaitu Pendidikan Kewat-
ganegaraan, Bahasa dan Sastra Indo-
nesia, Bahasa Inggris, Matematika,
Kesenian, Penjaskes, Sejarah,
Geografi, Ekonomi, Sosiologi,
Fisika, Kimia, Biologi, Sosiologi
Antropologi dan pendidikan ketram-
pilan yang meliputi teknologi infor-
masi/komputer dan Bahasa Asing,
Dilihat dan jenis materi yang

~diajarkan sepintas terlihat materi

umum lebih banyak dari materi
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agama. Namun bila dilihat dart jam
pelajaran yang diberikan dan se-
mester pengajatan memperlihatkan
bahwa materi keagamaan memiliki

jam pelajaran jauh lebih banyak -

dibandingkan materi umum. Materi
umum rata-rata hanya diberikan
sebanyak 1 sampai dengan 3 jam
pelajaran selama 2 semester, semen-
tara materi keagamaan rata-rata
dibesikan sebanyak 3 jam pelajaran
atau lebih dan diajatkan di hampir
seluruh semester. ‘

Khusus mata pelajaran bahasa
Bahasa Arab dan Inggris dibetikan
pada seluruh semester (6 semester)
dan diajarkan selama 6 jam pelajaran
setiap minggunya. Tingginya jam
pelajaran tersebut didasarkan atas
alasan bahwa kedua bahasa tersebut
merupakan core dari kebijakan

hasa diberikan secara formal selama
6 semester dan ditambah dengan
tutorial, belajar kelompok pada
waktu di luar pelajarn formal.
Penyelenggaraan prbses belajar
mengajar program MAK secara
umum dilakukan dengan meng-
adopsi sistem pondok pesantren.
Pembelajaran dikemas melalui tiga
progtam, yaitu pembelajaran pagi;
program tutorial sore dan program
pengkajian kitab. Meskipun demi-
kian, di luar program yang telah
terjadwal, masih ada kegiatan yang
bersifat pengembangan kemampuan

dan pengetahuan siswa serta ke-

kurikulum MAK, di samping materi -

pelajaran agama. Dalam hal ini,
siswa dituntut menguasai kedua
bahasa dalam percakapan sehari-
hari. Sejak diterima menjadi siswa
MAK, pada dua semester pertama
siswa dipadatkan dengan pelajaran
kedua bahasa baik melalui pembela-
jatan dalam kelas, tutorial maupun
melalui kajian kelompok. Karena
pada akhir semester 2 siswa sudah
harus mampu berkomunikasi de-
ngan dua bahasa tersebut. Oleh
karena misi tersebut, pelajaran ba-
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giatan keagamaan. Kegiatan sema-
cam ini dilakukan pada pagi hari
setelah subuh sampai jam 6. Adapun
jenis kegiatan yang dilakukan me-
liputi tilawatil/tadarus al-Qur’an,
pengembangan kosakata Arab dan
Inggtis, kuliah tujuh menit (kultum)
dengan menggunakan bahasa Arab/
Inggris dan conversation Arab dan
Inggris.

Program pembelajaran pagi
merupakan program utama/kuri-
kuler seperti pada madrasah regular,
yakni siswa melakukan belajar pada
pagi hari mulai pukul 07.00 sampai
dengan pukul 13.30 dengan materi
pelajaran sesuai dengan kutikulum
yang ditetapkan. Dalam hal ini,
siswa m‘engikuti proses belajar




mengajat seperti lazimnya sekolah.
Kegiatan belajar mengajar dilakukan
di dalam kelas yang dipimpin oleh
seorang guru. Materi pelajaran
terjadwal sesuai kurikulum yang
telah ditetapkan.

~ Program tutorial sore, meskipun
bukan merupakan program utama/
kurikuler, namun sebenarnya meru-
pakan program inti dari penye-
lenggaraan MAK. Sebab, dalam
program ini, materi yang diajarkan
meliputi materi keagamaan (kajian
keislaman) dan pengembangan serta
pendalaman bahasa (Arab dan
Inggris). Metode yang digunakan
sama dengan prog-ram pagi yakni
kegiatan belajar mengajar secara
klasikal yang dipimpin oleh seorang
guru/tutor. Rata-rata kegiatan ini
dilakukan mulai pukul 14.30 sampai
dengan pukul 17.00 wib.

Program pengkajian kitab me-
liputi kitab-kitab fikh, tafsir, hadis
bahkan tasawuf. Program ini di-
laksanakan setelah magtib selama
satu jam mulai pukul 18.15 sampai
dengan 19.15 menjelang isya dipim-
pin oleh seorang ustad atau kyai. Ke-
giatan belajar tidak dilakukan di
kelas, tetapi di mushala dengan
sistem halagoh yakni para murid
duduk melingkar mengitari ustad/
kyai. Metode yang digunakan dalam
kegiatan ini adalah metode tradi-
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sional bandongan atau biasa disebut
weton, yakni seorang ustad/kyai
membacakan kitab, menterjemah-
kannya kemudian menerangkan
isinya kepada sekelompok murid
yang mendengarkan. .Kadang-ka—
dang ustad/kyai mengulas beberapa
buku-buku Islam dalam mene-
rangkan isi kitab tersebut sebagai
bahan perbandingan. Para murid
kemudian mencatat setiap hal yang
dianggap penting baik meliputi arti

“atau ulasan materi kitab. Program

belajar manditi atau kelompok me- -
rupakan kegiatan rutin yang dila-
kukan siswa sesudah salat isya
sampai dengan pukul 22.00 malam.

Secara umum demikianlah pe-
nyelenggaraan MAK terutama yang
berstatus swasta, seperti MAK
Diponegoro, Klungkung, Bali, dan
MAK Bahrul Ulum, Jombang, Jawa
Timur.

Namun, MAK yang dikelola
oleh Departemen Agama melalui
MAN kebijakan penyelenggaraannya
sampal saat ini belum dapat sepe-
nuhnya dilakukan secara mandiri
oleh pengelola MAK. Manajemen

_pengelolaan program berada di

bawah kepemimpinan yang sama
dengan MAN, sehingga pengelola
MAK belum memiliki otonomi
penuh untuk melakukan penge-
lolaan. Hal ini disebabkan karena
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adanya beberapa keterbatasan-ke-
terbatasan antara lain SDM, sarana
prasarana, pendanaan, dan beberapa
keterbatasan lain yang hanya mam-
pu diatasai bila dilakukan secara
bersama oleh kepengurusan MAN.
Oleh karena itu, MAK sampai saat
ini belum dapat melepaskan diti dati
keberadaan MAN. ,
Berbeda dengan MAK yang
dikelola oleh swasta, manajemen
pengelolaan program langsung
ditangani oleh MAK sendiri dengan
bimbingan dan binaan yayasan yang
menaunginya. Pengelola MAK
dalam hal ini memiliki otonomi

penuh untuk melakukan penge-

lolaan.

4. Ketenagaan

Rekrutmen ketenagaan selama
ini masih dilakukan atas dasar
kebijakan MAN secara umum. Hal
ini dilakukan karena manajemen
kepemimpinan penyelenggaraan
masih dipegang oleh MAN. Di
samping itu, keberadaan guru yang
mengajar di MAK sebagian besar
merupakan guru yang mengajar di
MAN, sehingga formasi kebutuhan
ketenagaan dilihat berdasarkan
kebutuhan MAN secara umum.

Dalam melakukan penempatan dan

pendelegasian tugas, dilakukan
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dengan melihat pada kepentingan
yang lebih mendesak dan memet-
lukan prioritas utama. Terhadap
permasalahan yang ditemui dalam
hal ketenagaan, dilakukan musya-
warah oleh pengurus MAN dan
MAK secara bersama-sama. Kenya-
taan ini ditemui di MAN 2 Model
Medan Sumatera Utara sebagai
penyelenggara program MAK.

5. Sarana dan Prasarana

Pada awal penyelenggaraan
program memang pemerintah
memberikan anggaran untuk pe-
ngadaan sarana prasarana. Namun
setelah sekian tahun betjalan, belum
pernah ada bantuan untuk reha-
bilitasi sarana prasarana. Padahal,
saat ini banyak sarana bangunan dan
sarana belajar berupa meja kursi
yang sudah mulai rusak. Terhentinya
anggaran untuk rehabilitasi ini
menjadikan madrasah mengalami
kesulitan untuk mengatasi per-
masalahan tersebut.

Kebijakan yang ditempuh oleh
pengelola program saat ini adalah
dengan memanfaatkan sarana pra-
sarana yang ada, termasuk sarana
milik MAN. Pengadaan sarana
sebenarnya menjadi tanggung jawab
MAK, namun oleh karena penge-
lolaan MAK belum sepenuhnya




mandiri, maka pengadaan sarana
tetap menjadi tanggungjawab kepe-
ngurusan MAK yang secara mana-
jerial ditanggung bersama-sama
antara pengurus MAK dan MAN.

6. Pembiayaan

Meskipun penyelenggaraan
program MAK memperoleh ang-
_garan tersendiri dari pemerintah,
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terkadang bahkan seringkali ang-

garan yang digulirkan tidak memadai
bahkan jauh dari mencukupi. Pada
beberapa tahun terakhir, anggaran
yang digulitkan oleh peméﬁnah se-
makin mengecil dan jauh dari men-
cukupi kebutuhan. Pemerintah
mulai melepaskan tanggung jawab
dari penyelenggaraan program MAK
justru ketika program ini telah
berhasil, sehingga kondisi MAK saat
- i dirasakan hidup segan matipun
tak mau. Sebab, biaya penyeleng-
garaan sebagian besar harus ditang-
gung oleh MAK. Padahal biaya
operasional penyelenggaraan prog-
ram ini cukup besar, mengingat
padatnya mata pelajaran yang diajar-
kan dan menuntut hasil yang lebih
. baik dari MA regular. Tetlebih guru-
guru yang mengajar di MAK seba-
gian besar merupakan guru honorer
yang tentu saja harus diberikan
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‘honor yang pantas setiap bulan.

Sebab, selama ini pemerintah belum
pernah mengangkat guru PNS bagi
program MAK.

Beberapa persoalan yang diha-
dapi di bidang pendanaan ini me-
maksa pengelola MAK melakukan
beberapa kebijakan untuk meng-

~atasinya. Salah satunya adalah

memungut sebagian biaya pen-
didikan melalui siswa. Pada masa
dulu siswa yang belajar pada program
MAK dibiayai sepenuhnya, baik
biaya pendidikan maupun biaya
hidup (4ving cos). Namun, saat ini
hanya sebagian biaya yang ditang-
gung oleh madrasah. Kebijakan ini

' memang terasa berat, namun hal itu

harus dilakukan karena madrasah
sudah tidak mampu lagi menutup
biaya operasional pendidikan.

7. Kesiswaan

Perekrutan siswa MAK dilaku-
kan melalui seleksi oleh tim yang
dibentuk oleh penyelenggara MAK.
Seleksi ini dilakukan untuk menen-
tukan standar kompetensi minimal
input siswa baru MAK. Adapun asal
pendidikan siswa MAK yang ada
saat ini dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel Asal Siswa MA/MAK

MAN paling banyak berasal dari

SMP Negeri.
. Status Madrasah Sejak didi-

Asal Siswa Total ) .
MAK Negeri | MAK Swasta | MAN [MAS rikan sampai saat
SMPN 34 58 179 | 15 | 286 | ini, MAK telah
SMP Swasta 28 73 7|6 [ae| meluluskan
. ribuan alumni.

MTs N 119 58 140 | 12 | 329 .

Lulusan itu rata-
MTs Swasta 123 -336 139 | 64 | 662 rata telah melan-
Lainnya 15 7 12 34 jutkan ke jenjang
Total 319 532 511 | 97 | 1459 |  yang lebih tinggi

Dari data di atas, siswa MA/
MAK itu berasal dari tiga kelompok
yaitu: siswa lulusan sekolah umum,
madrasah dan di pondok pesantren
(program wajar dikdés). Kelompk
siswa dari sekolah umum sebanyak
434 orang (29,7%), siswa yang
berasal dari madrasah sebanyak 991 -
(67,9%) dan yang berasal dari
pondok pesantren sebanyak 34
orang (2.3%). Dari data tersebut juga
dapat dilihat bahwa jumlah siswa
MA/MAK yang berasal dari
madrasah jauh lebih banyak (67,9 %)
dibanding dengan SLTP (39,03%)
atau dari pondok pesantren (2,3%).
Jika dilihat dari status MA/MAK,
MAK negeri, MAK Swasta, dan
MAS, jumlah siswanya paling
banyak berasal dari siswa MTs
swasta (45,4%). Sedangkan siswa

20

yakni di berbagai
petrguruan tinggi
di dalam maupun di luar negeri.
Alumni MAK ini umumnya
memiliki kualitas lebih baik diban-
dingkan yang lain terutama dalam
penguasaan materi agama dan
bahasa Arab dan Inggtis. Banyaknya
alumni yang melanjutkan pendidikan
di luar negeri itu memberikan
gambaran bahwa MAK benar-benar
telah mampu meluluskan alumni
yang memiliki kualitas yang me-
madai. Akan tetapi, kadang-kadang
keberadaan alumni ini tidak
disambut baik oleh pemerintah,
sehingga sebagian besar mereka yang
sebenarnya memiliki kualitas yang
sama, namun tidak mendapatkan
kesempatan yang sama untuk me-
lanjutkan pendidikannya keluar
negeri hanya karena keterbatasan
biaya.




Tampaknya, minat siswa MAK,
baik swasta maupun negeri, untuk
melanjutkan ke perguruan tinggi di
luar negeri masih sangat besar. Hal
ini dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel
PerguruanTinggi yang dipilih siswa
setelah lulus MA/MAK
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milih melanjutkan ke perguruan di
luar negeti setelah mereka lulus
(50,78%), sedangkan siswa MAK
swasta lebih banyak ingin melan-
jutkan ke STAIN/IAIN/UIN
(37,41%) dan hanya 25,36 persen
ingin melanjutkan ke perguruan luar

_negeri. Sementara siswa MAN cen-

derung
"memilih

Status Madrasah
Perguruan Tinggi Total petguruan
| MAK Negeri | MAK Swasta | MAN |MAS tinggi
STAIN/IAIN/UIN 98 199 183 | 31 511 ummum
P10 33 99 199 |33 | 364 | (38,94%)
IAkademi/Diploma 7 13 # |6 | 77 d a n
PT di Luarnegeni | 162 1% 15 3| STAIN/
Lainnya 19 86 T | AN/UIN
’ ' (35,8%).

Total 319 532 511 | 97 | 1459

Berdasarkan data di atas, siswa
MA/MAK paling banyak ingin
melanjutkan ke STAIN/IAIN/UIN
setelah mereka lulus (35%). Sedang-
kan siswa yang memi]i.h‘perguxuan
tinggi umum (PTU) dan perguruan
di luar negeti jumlahnya hampir se-
imbang yakni 24,9 persen dan 24,1
petsen. Hanya 5,3 persen jumlah
siswa MA/MAK yang memilih
melanjutkan ke Akademi/Diploma.

Apabila dilihat berdasarkan
status madrasah memang agak unik.
Siswa MAK Negeri cenderung me-

21

8. Lingkungan
Secara gatis besar, MAK dise-

lenggarakan oleh pemerintah (ne-

geri) dan masyarakat (swasta). MAK -
negeri secara mayoritas berada di luar
lingkungan pesantren, sedangkan
MAK swasta berada di lihgkungan
pesantten. Dalam konteks ini, MAK
swasta mendapatkan perhatian dan
perhatian yang sangat baik dari
masyarakat, sementara MAK negeni
berkecenderungan sebaliknya. Oleh
karenanya, MAK negeri lebih me-

nergantungkan pada subsidi
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pemerintah, sedangkan MAK Sebenarnya, masyarakat ter-
swasta cenderung lebih mandiri. utama siswa, guru dan orang tua
, | siswa juga masyarakat secara umum
G. Animo Masyarakat masih memiliki semangat dan minat
' yang cukup besar untuk memper-
tahankan MAK. Ini dipetlihatkan
dengan masih besarnya animo ma-
syarakat untuk menyekolahkan anak
mereka di MAK. ‘
Pada MAK negeri, secara umum

Kehadiran MAK sebenarnya
disambut baik oleh masyarakat.
Sebab, MAK memiliki nilai lebih
dibandingkan madrasah lainnya
yakni tingginya materi agama yang
diajarkan. Bahkan, MAK merupa-

) jumlah pendaftar menunjukkan
kan ruh dari lembaga pendidikan

_ kecenderungan menurun. Bahkan,
yang ada di bawah Departemen dalam kasus MAK di MAK Palem-
karakteristik madrasah masih bisa . :

_ ] tidak ada yang mendaftar sama
d1pe.rta-hankan. Ketika madra'sz%h sekali. Sangat sedikit MAK negeri
menjadi sekolah umum, ruh terkikis, yang mendapatkan jumlah pendaftar

karena materi keagamaan mulai yang meningkat, kecuali hanya di

menipis. Melalui MAK karakteristik
itu bertahan dan bahkan semakin
kokoh. MAK merupakan asset/
kekayaan yang wajib dipelihara dan
dilestarikan bahkan dikembangkan
keberadaannya agar tetap bisa

MAK Surakarta yang cenderung
naik.’

Kenyataan ini betbeda dengan
kecenderungan MAK swasta yang
jumlah pendaftar MAK cenderung

) stabil, bahkan stabil. Di MAK
menjadi kebanggaan bersama. :

? Pada tahun 2000 jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 121 siswa yang terdiri dari 50
siswa laki-laki dan 71 siswa perempuan dan yang diterima sebanyak 77 siswa (35 siswa laki-laki
dan 42 siswa perempuan). Tahun 2001 jumlah pendaftar 111siswa yang terdiri dari 47 siswa
laki-laki dan 64 siswa perempuan dan diterima 76 siswa (38 lakil-laki dan 38 perempuan).
Tahun 2002 jumlah siswa mendaftar sebanyak 113 siswa terdiri dari 47 siswa laki-laki dan 66
siswa perempuan dan yang diterima 76 siswa (36 laki-laki dan 40 perempuan). Tahun 2003
jumlah pendaftar 114 siswa terdiri dari 61 siswa laki-laki dan 53 siswa perempuam dan yang
diterima sebanyak 80 siswa (40 laki-laki dan 40 perempuan). Tahun 2004 jumlah pendaftar
sebanyak 111 siswa terdiri dari 56 siswa laki-laki dan 55 siswa perempuan dan yang diterima
sebanyak 80 siswa (40 laki-laki dan 40 perempuan). Tahun 2005 jumlah siswa mendaftar
sebanyak 126 terdiri dari 67 siswa laki-laki dan 59 siswa perempuan dan yang diterima
sebanyak 84 siswa (41 laki-laki dan 43 perempuan). Tahun 2006 jumlah siswa yang mendafar
sebanyak 128 siswa terdiri dari 68 siswa laki-laki dan 60 siswa perempuan dan diterima -
sebanyak 87 siswa (44 laki-laki dan 43 perempuan).
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Turus, Pandeglang, Banten, pada 2
tahun terakhir misalnya, jumlah
pendaftar MAK cenderung mening-
" kat.

- Perbedaan jumlah pendaftar
antara MAK negeri dengan swasta
ini agaknya lebih disebabkan oleh
faktor lingkungan pesantren. Sebab,
MAK swasta yang diteliti ternyata
banyak yang berada di lingkungan
pesantren, sementara MAK negeri

berada jauh dari lingkungan pe--

santren.

Peningkatan jumlah pendaftar
dari tahun ke tahun terutama pada
dua tahun terakhir ini menunjukkan
bahwa animo/minat masyarakat ter-
hadap MAK masih cukup besar.
Besarnya minat masyarakat ini
dipengaruhi oleh masih eksisnya
MAK sampai saat ini. Kelemahan
yang saat ini dirasakan oleh pengelola
yakni berat untuk rﬁempertahankan
eksistensi tersebut karena banyak-
nya permasalahan yang dihadapi
baik menyangkut ketenagaan, sara-
na prasarana dan terlebih masalah
pendanaan yang saat ini lebih banyak
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tergantung pada siswa. Kondisi in1

sebenarnya berat dirasakan oleh
_ siswa, namun karena minat tersebut
- siswa tetap bersemangat untuk
belajar di MAK.

Oleh karena masih besarnya
animo masyarakat terhadap MAK,
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masyatakat (yang diwakili oleh dari

guru, kepala, wakil kepala, tokoh -
masyarakat, orangtua siswa, siswa,
pengelola, ustad, kyai, dan sebagai-
nya) berkecenderungan kuat untuk
tetap mempertahankan dan meles-
tarikan MAK. Sebab, jika MAK d-
ihilangkan, Departemen Agama
akan kehilangan misi utamanya,
karena MAK saat ini merupakan
asset/kekayaan yang tak ternilai. Di
samping itu masyarakat akan
menjadi kehilangan, karena kiprah
alumni MAK' di masyarakat sangat
dirasakan kehadirannya baik sebagai
dai, pengurus masjid, ustad di
beberapa lembaga pendidikan agama

“maupun di berbagai kegiatan sosial

lainnya.

‘Namun demikian, kenyataan
demikian berbeda dengan aspirasi
siswa MTs ferhadap pilihan sekolah
yang lebih tinggi. Sebagian besar
siswa MTs ingin melanjutkan ke
jenjang sekolah yang lebih tinggi.
Dari 1801 siswa , méreka paling
banyak memilih melanjutkan ke
SMA (45,9%). Lainnya ingin melan-
jutkan ke SMK (18,8%), MAK
(16,9%), MA (15,4%), dan lainnya
(3,1%). Bagi siswa MTs Negeri,
paling banyak mereka memilih SMA
(51,52%) dan SMK (21,65%).
Hanya 11,44 persen siswa MTs yang

~memilih MAK dan 12,93 persen
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memilih MA. Sisanya (2,47%)
memilih lainnya. Sama dengan siswa
MTs Negeri, siswa MTs swasta juga
kebanyakan memilih melanjutkan ke
SMA setelah mereka lulus (34,13%).
Namun pada urutan berikutnya,
mereka lebih banyak memilih
melanjutkan ke MAK (28,33%) dan

MA (29,48%). Hanya 12,79 persen

siswa yang memilih SMK, sisanya
(4,27%) memilih lainnya.

Tabel
Jenjang pendidikan yang dipilih siswa
setelah lulus MTs

untuk tidak mengatakan tidak ada
sama sekali. Sebab, dari MAK yang
diteliti tidak ada informasi satu pun
yang menjelaskan bahwa MAK
melakukan upaya sosialisasi

terhadap siswa MTs.

H. PENYELENGGARAAN
MAK SEBAGAI PROG-
RAM TAFAQQUH FID-
DIN

1. Tuntutan Perundang-
Undangan

Keluarnya UU No.
Jenjang Status Madrasah Total 20/2003 tentang Sis-
pendidikan  ™"Negeri | Swasta diknas (UUSPN 2003)
SMA - 626 200 826 ternyata memunculkan
SMK 263 75 338 petsoalan baru. Bebe-
AR 39 766 305 | repa klausul (UUSPN
VA GNON 157 120 277 2003) yang mengatur
tentang jenis pendidi-

LAINNYA 30 25 55 k
an, penyelenggaraan
To 1215 586 1801 dan penjurusan (Pasal

‘Aspirasi di atas tampaknya
disebabkan oleh beberapa hal.
Pertama, responden siswa MTs
adalah siswa kelas I yang baru satu
bulan naik ke kelas II, schingga
sangat dimungkinkan mereka masih
belum mengenal MAK. Kedua,
sosialisasi MAK di lingkungan MTs
dirasakan masih sangat minim,

15, 18, 30) tidak

memberikan indikasi
yang jelas tentang apa, bagaimana
dan di mana status hukum dan
legalitas MAK. Artinya, status
kelembagaan MAK menjadi prob-
lematis. Maka pada bulan Mei 2006,
kepala-kepala MAN penyelenggara
MAK diundang ke Jakarta dalam
sebuah lokakarya. Namun sekem-
balinya mereka dari Jakarta, pada
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untuk menetima siswa baru.

Artinya, sejak tahun 2006 ini MAK
mulai berhenti beroperasi dengan
kata lain dibubarkan.

Bagi sejumlah orang mungkin
masalah ini dianggap kecil. Namun
bagi yang lain, yang bersimpati atau
gandrung dengan ide dasar MAK,
kebijakan seperti itu amat disayang-
kan. Alasannya antara lain pertama,
kebijakan seperti itu merupakan
refleksi dari penyelesaian masalah
dengan jalan pintas, nir kesung-
guhan. Kedua, kebijakan tersebut
sepertinya secara sengaja telah
memotong sebagian misi utama
Departemen Agama sebagai peme-
gang dan pehyambung tradisi
pembelajaran fafagqub fid-din yang
sudah diembannya sejak republik ini
memproklamirkan kemerdekaan-
nya. Ketiga, dengan kebijakan itu
Departemen Agama menjadi betul-
betul terjebak ke dalam arus pen-
didikan yang lebih berorientasi
materialistk. Apabila tidak segera
ada kebijaksanaan yang lebih arif
dan visioner dikhawatirkan hal itu
bisa menimbulkan preseden buruk
bagi kiprah Departemen Agama
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selanjutnya, terutama menyangkut
masalah pendidikan agama. Dengan
kebijakan itu, Departemen Agama
juga harus menanggung beban motal
yang berat dan harus mempertang-
gungjawabkannya kepada sebagian
besar warga bangsa.

Untuk itu, perlu difikirkan
secara matang format MAK ke
depan yang mampu menetralisir
kebijakan dan kepentingan masya-

. rakat banyak, sehingga tidak menim-

bulkan korban sosial dan finansial
yang lebih berat lagi.

2. Format Penyelenggaraan
MAK

Berdasarkan hasil focus group
discussion (FGD) yang diseleng-
garakan di lokasi penelitian, di-
temukan beberapa alternatif format
penyelenggaraan MAK ke depan.

a. MAK sebagai ta][aqqulz
fid-din

FGD yang diselenggarakan di
Pancor Selong, Lombok Timur,

‘Nusa Tenggara Barat, misalnya,

menekankan bentuk MAK sebagai
tafaqqub fid-din. Sebagai program
tafagquh fid-din, MAK dijadikan lokus
bagi muncul dan berkembangnya
kader ulama yang mumpuni dan

memiliki akses pendidikan, sosial,
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dan politik yang lebih baik. MAK

diupayakan menjadi lembaga pen-

didikan tersendiri yang berorientasi
pada terciptanya “ahli ilmu agama”
yang sekaligus menjadi input domi-
nan bagi program agama, baik di
UIN/IAIN/STAIN maupun univer-
sitas agama di luar negeri.

Program tafagqub fid-din idealnya
diselenggarakan mulai tingkat
menengah atas yakni pada MAK ini,
bukan pada jenjang pendidikan
sekolah dasar dan menengah pet-
tama. Sebab, jenjang sekolah dasar
dan menengah pertama diupayakan
untuk memberi kesempatan bagi
terciptanya warga belajar yang
memiliki kecakapan-kecakapan

pendidikan dasar. Dengan demikian, -

MAK merupakan jenjang pen-
didikan yang sangat strategis bagi
pembinaan program fafagqub fid-din.

Menurut UU nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, ditegaskan secara ekspli-
sit bahwa di antara jenis pendidikan
adalah kejuruan seperti Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di
lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional. Dalam konteks ini, Zzfag-
qub fid-din bagi MAK merupakan
kejuruan “ahli ilmu agama”. Sebab,
hingga saat ini masih sangat minim,
untuk tidak mengatakan tidak ada
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sama sekali, MA yang memiliki ke-
juruan tersendiri. ‘

Konsekwensi atas tawaran ini
adalah diperlukannya pengakuan
MAK sebagai nomenklatur atau unit
pelaksana teknis (UPT) tersendiri.
Dengan demikian, struktur dan tata -
kelola organisasi MAK berdiri
sendiri, terpisah dari lembaga
lainnya termasuk dari MA.

b. MAK sebagai pilihan
ilmu agama

* Alternatif kedua, seperti yang
mencuat pada FGD di Riau,
adalah MAK dimasukkan sebagai
pﬂihan ilmu agama pada MA regulet,
seperti halnya pilihan atau jurusan
lainnya. Artinya, MAK semacam ini
tidak lagi memiliki tata org{misasi
dan struktur tersenditi, tetapi sudah
melebur menjadi salah satu pilihan
jurusan pada MA reguler, seperti
IPA, IPS, dan Bahasa.

c. MAK sebagai jenis
pendidilzan leeagamaan

Di antara wacana disk_usi
yang mencuat di Medan, Suma-
tera Utara, adalah mengembangkan
format MAK sebagai salah satu jenis
pendidikan keagamaan. Dalam UU
nomor 20/2003 pasal 30 ayat (2) di-_
sebutkan bahwa pendidikan
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dan struktur tersendiri, tetapi sudah
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keagamaan berfungsi untuk mem-
petsiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memahami
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran
agamanya dan atau menjadi ahli
ilmu agama. Selanjutnya, dalam ayat
(4) disebutkan bahwa di antara
bentuk pendidikan keagamaan
dalam Islam adalah pendidikan
diniyah.

Dalam konteks ini, MAK dapat
diselenggarakan sebagai pendidikan
diniyah yang mengembangkan
kecakapan “ahli agama” yang
disediakan bagi siswa yang ada pada
MA. Dengan kata lain, pada pagi hant
siswa melaksanakan program reguler
sesuai dengan program MA yang
diikuti, tetapi setelah jam sekolah,
sore atau malam hari, siswa meng-
ikuti pendidikan diniyah ini. Dengan
demikian, siswa yang mengikuti
progtam MAK model ini setelah
lulus memiliki kemampuan dan ke-
ahlian ilmu agama yang memadai.
Jika siswa MA progtam ilmu agama
yang mengikuti MAK ‘model ini
maka akan menjadi input UIN/
IAIN/STAIN program agama atau
universitas luar negeri program
agama. Sedangkan siswa MA
program umum yang mengikuti
MAK model ini akan menjadi ahli
pengetahuan umum yang memahami
ilmu agama dengan sangat baik.
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d. MAK dan pﬂi]nan Imu
Agama pacla Madarasah
Aliyall tetap lnerjalan

FGD yang diselenggarakan di

'Klungkung, Bali, mengemukakan -

bahwa MAK dengan format
semacam sekarang tetap diper-
tahankan, di samping' adanyé.
pilihan ilmu agama pada MA. Hanya
saja, civil efect bagi alumni MAK
tetjamin, baik
melanjutkan ke jenjang pendidikan

hatrus untuk

lebih tinggi maupun untuk mencari
pekerjaan.

. Penutup

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan MAK saat ini

' dihadapkan dengan kenyataan yang

cendérung kurang berpihak pada
pengembangan MAK yang baik. Di
samping faktor finansial, tata
organisasi dan penyelenggéraan yang
tidak mapan, MAK juga dihadapkan
dengan problematika legalitas dan
undang-undang.

Terdapat kesan yang cenderung
diametral antara MAK yang di-
selenggarakan masyarakat (swasta)
dengan pemerintah (negeri),
terutama pada jumlah pendaftar
siswa MAK. Jika jumlah pendaftar
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siswa MAK swasta menunjukkan
cenderung meningkat, paling tidak
konstan, maka jumlah siswa MAK
negeri berkecenderungan kuat me-
nurun bahkan di MAK Palembang
tahun ajaran 2004/2005 tidak ada
yang mendaftar sama sekali,
meskipun dalam kasus MAK
Surakarta cenderung naik. Ke-
nyataan ini agaknya lebih disebab-
kan oleh faktor lingkungan pesan-
tren. Sebab, MAK swasta yang

diteliti ternyata banyak yang berada

di lingkungan pesantren, sementara
MAK negeri berada jauh dari
lingkungan pesantren.

Pada umumnya masyarakat
masih menghendaki keberadaan
MAK sebagai lembaga yang
mandiri, bahkan perlu dikemas
lebih baik sehingga benar-benar
menjédi ruh bagi lembaga pen-
didikan yang diselenggarakan
oleh Departemen Agama. Oleh
karena itu, terdapat beberapa
alternatif format MAK ke depan,
yakni sebagai berikut:

1. MAK sebagai tafaqqub fid-
din

2. MAK sebagai pilihan ilmu
agama '

3. MAK sebagai jenis pendidikan
keagamaan
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4. MAK dan pilihan Ilmu Agama
pada Madarasah Aliyah tetap
berjalan

Untuk menjamin kelang-
sungan MAK, perlu diperjelas
payung hukum dan penjabaran
aturan serta ketentuan yang lebih
tagas yang mengatur tentang MAK.

2. Saran-saran

a  Kelembagaan MAK harus di-
dukung dengan payung
hukum dan landasan legalitas
yang jelas.

MAK sebaiknya diselenggara-

kan secara manditi, otonom, -

tidak menjadi program pilihan

dari MA reguler.

¢ Jika tidak dilakukan secara man-
diri, maka MAK disarankan
memilih beberapa alternatif
berikut:

1) MAK sebagai program
tafaqqub  fid-din yang
berdiri sendiri sebagai
satuan pendidikan ting-
kat menengah;

2) MAK sebagai pilihaﬁ ilmu

- agama dari MA reguler;
3) MAK sebagai jenis penQ
didikan keagamaan da-




[

lam bentuknya sebagai pen-
didikan diniyah/salafiyah;

4) MAK menjadi pilihan Ilmu
Agama pada Madrasah
Aliyah reguler dan yang
tidak membuka pilihan IPA,
IPS, atau Bahasa.

Program MAK idealrvxya’ di-
selenggarakan di lingkungan

- pondok pesantren. Sebab,

lingkungan pondok pesantren
sangat kondusif bagi pengem-
bangan program yang ber-
orientasi pada Zafagqub fid-din.
Kenyataan ini diperkuat oleh
hasil penelitian di atas bahwa
MAK yang eksis bahkan me-
nunjukkan animo peserta men-
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daftar yang cenderung me-

ningkat itu berada di ling-
kungan pesantren.

Jika MAK diposisikan sebagai
jenis pendidikan keagamaan
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maka diperlukan legalitas
sebagai unit pelaksana teknis
(UPT) pendidikan pada jenjang
menengah, dengan menetapkan
kualifikasi dan kompetensi
lulusan yang terukur.

Surat edaran Direktur Jenderal
edaran Nomor: DJ.IL.1/PP00/
ED/681/2006 tentang Pelak-
sanaan Standar Isi disarankan
dilakukan
penyempurnaan lebih -lanjut

untuk segera
sesuai dengan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat.

Pembahasan MAK ke depan
diperlukan kebijakan men--
dasar yang memperhatikan
petkembangan studi keislaman
sesuai dengan kesejarahan
petkembangan madrasah yang
panjang  di
Departemen Agama.

lingkungan




